
BIIPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI IIALMAHERA BARAT
NOMOR 4'A IKPrS/ f, 12A24

TENTANG

PEMBERIAIT ?AMBAIIAIT PEITGHASILAIT BERDASARKAIT OBJEKTIF LAIIT1TYA KEPAI}A
APARATT'R SIPIT ITEGARA PADA SATUAIT KTR.'A BADAIT PEITDAPATAfr DATRAII

KABUPATEIT HALMA}IERA BARA:T

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 a5rat {1) dan ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang nlengamanatkan t"rahwa Pemerintah Daerah dapal rnemberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan rnemperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahan penghasilan
diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerl'a, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya;

b. trahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah
telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Kepala Satuan Ke{a Perangkat Daerah sehingga menimbulkan
konsekuensi beban tugas yang bcrat dan bercsiko;

c. Lrahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil
Negara (ASN) Pada Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
fuIaluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
sebagaimana Telah Diubah Dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
HaLmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten KepuLauan
Sula, Kabupaten Haimahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maiuku Utara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Katlupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan

antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 20 'lahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang liouor 1 Tahun 2022 tentang Hubungarr Keuangair antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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13. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2421

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentasg
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupatel galmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O24;

17. Peraturan Bupati Hafunahera Barat 20 Tahun 2A2L tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Ha"lrnahera Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daeratr;

18. Peraturan Bupati Hslmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halrnahera
Barat Tatrun Anggaran 2A24;

L. Surat Kepa1a Badan Pendapatan Daerah Kab. Hafunahera Barat Nomor :

97Ol2L/Il2O24 Perihal Usulan SK Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja Thaun 2024.

2. Reviu Inspektorat dan Besaran Anggaran Rencana Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Hahahera Barat

MEIT{UTUSKAN:

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Kepada
Aparatur Sipil Negara {ASN) Pada Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Halrnahera Barat mulai Tahun Anggaran 2024, dengan besaran
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditrerikan dengan besaran
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya
sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan
teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir seria dibawah tangung
jawab Kepala Badan Pendapatan Daeralr Kabupaten Halmahera Barat.
Segaha braya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini ditrebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos
Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : t Jarnuart '2024

BUPATI BARAT,
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I\lcnteri Dalam l{cgeri di Jakarta.
Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
Badan Pemeriksaan Keuangan Per*'akilan Maluku Utara di Ternate.
inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
Kepaia BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
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LAMPIRAN : KBPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR :4A /KPrSiTl2o24
TANGGAL: i Sarvua7; 2024

TEJ{T.A}{G : DAFTAR PEN/1BERIAJ.{ TAMBAHAN PENGHASILAI.{ BERDASARKAJ.{ OB.JEKTIF
LAINNYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KERJA BADAN
PBNDAPATAN DAERAH KABUPATtrN HALMAHERA BARAT.

BUPATI HALMAH BARAT,
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KASUBiD
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Rp. 7.000.000,-

Rp.4.500.000,-

Rp.3.5OO.OOO,-

Rp.2.500.000,-

Rp. 2.O00.000,-

Ass. Bid. Adm. Umum
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